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Mengingat

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 7 TAHLIN 2OO5

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2OO5 OLEH

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 84, Pasal 85.

Pasal 85. Pasal 86 dan Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

Daerah dan Wakil Kepata Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor l7 Tahun 2005, maka perlu menetapkan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005

oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.

l. Undang-Undang Nomor l3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah' Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4437). sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

SALINAN



5- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai

Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun I 950;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480). sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemitihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor I

Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Pemilihan Bupati dan Wakit Bupati Pemalang Tahun 2005'

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHLIN 2()O5

OLEH PANITIA PEML]NGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEMALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

L Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten

Pemalang.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor l2 Tahun 2003 yang diberi wer.renang
khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati di Kabupaten Pemalang.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS. dan KPPS, adalah pelaksana pemungutan
suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang pada tingkat Kecamatan, Desa,/Kelurahan dan
Tempat Pemungutan Suara.



6. Tempat pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara

pada hari dan tanggal pemungutan suara.

7. pemberian suara adalah kegiatan pemilih untuk memberikan suara pada bilik pemberian suara di

TPS dengan cara mencoblos surat suara pada Pemitihan Bupati dan Wakil Bupati'

8. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Pemalang yang pada hari dan tanggal pemungutan suara

pemilihan Bupaii dan Wakil Bupati Pemalang telah berusia sekurang-kurangnya l7 (tujuh belas)

Tahun atau sudah/pemah kawin yang terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Pemalang.

9. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta

pemili-han Bupati dan Wakit Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

yang telah memenuhi sYarat.

10. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi adatah saksi pasangan calon yang mendapatkan

surat mandat dari Tim Kampanye Kabupaten Pemalang untuk menghadiri rapat pemungutan dan

penghitungan suara di TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten. yang terdiri dari paling banyak 2 (dua)

o.ung yuitu seorang sebagai saksi pasangan calon dan seorang sebagai saksi cadangan pasangan

calon.

11. panitia Pengawas Pemilihan adalah Panitia Pengawas yang dibentuk oleh DPRD yang melakukan

Pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan'

12. Kartu pemilih adalah kartu pemilih yang berisi Nomor induk kependudukan, nama lengkap

pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih yang dibuat berdasarkan format

dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten'

13. Kotak suara adalah kotak suara yang dilengkapi dengan bilik suara yang digunakan pada Pemilu

terakhir.

14. Surat suara adalah surat suara yang berisi nomor, foto dan nama pasangan calon.

BAB II

REKAPITULASIPENGHITLTNGANSUARADANPENYUSUNANBERITAACARA

Bagian Pertama

Di Tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS

Pasal 2

(1) PPS setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan 
- 
suara. dari KPPS, membuat

berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa/kelurahan dan

dapat dihadiii oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau' dan warga masyarakat'

(2) Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (l), harus membawa surat mandat dari tim
'-' ka.puny" y"ang bersangkian dan menyerahkinnya kepada PPS, selambat-lambatnya I (satu) hari

sebelum rekapitulasi penghitungan suara.

(3) Saksi pasangan caton di PPS harus berasal dari desa/kelurahan setempat'

(4) pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang.hadir sebagaimana

dimakiud pada ayat i1), d"apat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh

ppS apabila temyatu i"iaaput t al-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan'

(5)Dalamhalkeberatanyangdiajukanolehsaksi-pasangancalonatauwargamasyarakatsebagaimana'-' oirn*rua puda ayat (i) dipat iiterima, ppS seketika itu juga mengadakan pembetulan.



(6) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari semua TpS dalam wilayahkerja desa,&elurahan yang bersangkutun sebrgaim"anu dimaksud pada ayat (r ), pps membuat beritaacara dan sertifikat rekapirurasi hasir penghirtingrn ,*ru ffiJi;;ffi;;i;ilik'ltua dan palingsedikit 2 (dua) orang anggota pps serta aitanaaiangani oteh satsi pasangan calon yang hadir.(7) PPS waJib memberikan I (satu) eksemplar salinan berira acara dan sertifikat rekapitulasi hasilpenghitungan suara di kantor Desa.rKelurahan kepada ,utri pur*g*;;il;';;"g hadir dan

il:5t:iJfilJ 
(saru) eksemprar serrinkar hasir 

'fengtritun;;;;?;,dr;ourn"o.n*,,,,un

(8) Berita acara beserta kerengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6). dimasukkan dalamsampul khusus vang disediakan dan dimaiukl<an k" ;"i;; kJ,"k #;;';;;r"';;:a bagian luarditempel segel.

(9) PPS sebagaimana dimaksud. pada ayat 17.1, wajib menyerahkan r (satu) eksemplar berkas beritaacara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungun.uuiu di pps kepada ppii-r.Ia.rrp", selambar-

f;luatnxa 
3 (tiga) hari setelah menerimui..irui.u* aun sertiflkar hasil penghirungan suara dari

(l ) Sebelum pelaksanaan rekapirulasi hasir penghitungan suara di pps. pps merakukan kegiatan :a' mengatur tempat rekapiturasi hasil pengr.,itrngun suara termasuk memasang ibrmurirpencatatan perolehan suara pasangan cilon be.ukluran besar, dan 
"rpui 

irari saksi diatursedemikian rupa, sehingga pelaksaiaan .etapitutasi trasir p."grrirrrg* I;ra-lliat aiituti oten. semua yang hadir dengan jelas:
b mengarur arat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa. sehingga mudahdigunakan untuk keperruan rekapir urasi 

"hasil pffii,ungun ,rrr", y"r* i"*iii,. ,.t upiturusihasil penghitungan suara! sampul kertas/kantonf plastik pembungkus dan segel pemilihanumum, serta peralatan lainnya;
c' menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan ppS serta menyiapkan anak kuncinya.(2) setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (r). Ketua ppS membuka rapat rekapiturasihasit penghirungan suara di ppS. dengan k.'ct;;;1-'"a' membuka kotak suara yang disampaikln oieh Kp,s diwirayah kerjanya dengan disaksikan, oleh saksi pengawas. pemantau dan warga rrry"r.f* yang hadir:b. mengeluarkan berita aiara u.r..tu turnfiiin;;;;il diterima dari KppS.

(3) Mencatat pada formulir Model D I_KWK berdasark
dan penghitungan .uu.u ai TpS lModel c l-KwK) ,ui,,il 

tutut* pelaksanaan pemungutan suara

" i:[|}!-ff#ilih 
dalam salinan dartar-'p.,nirir,"""p untuk TpS di wilayah ppS yang

: ilT];iffilH#{?ffHr,#ffi };t 
nirl, berdasarkan sarinan daliar pemirih tetap unruk

' ilil*I,:T;ll,;'#"0""'g tiiak menggunakan hak pitih dari seruruh rpS di witayah ppS
d. jumlah pemilih dari TpS lain:e. jumlah surat suara vang diterima dari ppS (termasuk cadangan):f. jumtah surar suara il'ni^rr." vr"e ij;.;i;.;;i"fiij Kabuparen;

: 
.,.:illllii'3:iffiXi;'F#i"#rT'J*I""r.,,in tu.J* ru.uk atau keriru dicobros darih jumrah surar suara ria'rr,*rp'"r,i irrr ..f ips di wirayah ppS yang bersangkutan;

' ,r:1,;l;fl:suara rerpakai d".i.;lril^i;;a,i,irr"n ppS yang teidiri darf suara sah dan

Pasal 3

Pasal 4

t" 
+i: ff'tlif:r':ii3"x,fiLT:lffif,Hf'r1;;;.",,*,u setiap pasangan caron dari seruruh

i::ffi ;:il,d:l1**,1:'i:*;,-{ilHT;',HT"'[:flfl l'S,Truffi "il?fi;?;;Xf;



(2) Saksi atau masyarakat melalui saksi yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses

rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat(l), apabila ternyata

terdipat proses dan hasit rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

(3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(4) Dalam hal saksi tidak dapat menerima penjelasan PPS terhadap keberatan yang diajukan, keberatan

saksi dicatat dalam formulir Model D 2-KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

Pasal 5

(1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPS membuat berita acara serta lampirannya Model Dl-
KWK, Lampiran 1 Model D1-KWK dan Lampiran 2 Model Dl-KWK yang memuat rekapitulasi

jumlah pemilih, TPS dan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

(2) penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) Model D-KWK yang ditanda tangani oleh ketua PPS dan paling sedikit 2 (dua) anggota

pPS serta ditandatangani saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dan dibubuhi

cap PPS.

(3) Apabila terdapat perubahan Berita Acara maka Berita Acara tersebut harus ditanda tangani oleh' . 
ketua dan paling sedikit 2 (dua) anggota PPS dan saksi yang menandatangani Berita Acara sebelum

perubahan.

(4) Setiap lembar Berita Acara diparaf ketua PPS dan saksi yang hadir pada bagian bawah formulir

serta dibubuhi cap PPS.

(5) Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

disampaikan kepada :

a. I (satu) rangkaP untuk PPS;

b. I (satu) rangkap untuk PPK;

c. I (satu) rangkap masing-masing untuk saksi yang hadir.

(6) Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (Lampiran 2 Model D l -KWK) dipasang

pada papan pengumuman di kantor desa./kelurahan.

Bagian Kedua

Di Tingkat Kecamatan oleh PPK

Pasal 6

(1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPS, PPK membuat

berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan dan

dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.

(2) Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari tim' - 
kampanye ying bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPK selambat-lambatnya I (satu) hari

sebelum rekapitulasi penghitungan suara.

(3) Saksi pasangan caton di PPK harus berasal dari kecamatan setempat'

(4) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana' - 
dimakiud pada ayat (l), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh

ppK, apabila temyata terdapat hal-hat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan'



(6) Setelah selesai melakukan rekapitulasi.hasil penghitungan suara di semua ppS dalam wilayah kerjakecamatan yang bersangkutan sebagaimana di;uk.;; pada ayat( I ), ppK membuat berira acaradan sertifikat rekapitulasi hasir pen'iitun*; ;;;;;;s ditanaatanlani ;[h-k;;;;;"" sekurang-kurangnya 2 (dua) orang unggotu erk *nl al""ra"J"gani oleh saksi pasangan calon yang hadir.(7) PPK waiib memberikan I 
- 

(satu) 
- 
eksemplar salinan berita acara dan sertifikar rekapitulasi hasilpenghitungan suara di ppK kepada saksi pu*ngu, *ion yang hadir ,.uugui.u* ar.aksud pada

;::!l?.,,1*T:l:#?jj#.1f"u) 
eksemprar s"ertnrat trasrrlengr,itunga-n1,ululi,.n,,pu,pupun

(8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan daramsampul khusus yang disediakan dan pada balian tuar Jitempel segel.
19; PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7). wajib menyerahkan I (satu) eksemplar berkas beritaacara dan senifikar rekapiturasi hasir penghitungan ,rrru ai ppK kepada 

'[pu-[rIrr""" 
serambar_

f;Jtbatnra 
3 (tiga) hari setelah meneiiml u*i,i *".u'a"n sertifikat hasil penghitungan suara dari

Pasal 7

(l) Sebelum pelaksanaan rekapiturasi hasil penghitungan suara di ppK, ppK melakukan kegiatan :a mengatur tempat rekapirurasi hasil p.ngf,itungun suara termasuk memasang lbrmulirpencatatan perorehan suara pasangan calon berulir-*an b.r.r, j;;'i;;;"i'arirt 
saksi diarursedemikian rupa, sehingga p.luk.uiuun."tupitriusi r.,"ril p"relritr;g;;;r;;p" diikuti oleh. semua yang hadir denganjelas;

b' mengatur arat keperruan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudahdigunakan unruk kepertuan ret<apitulasi has?l p.,ut 
"rre; rr;;;,;;,_ iil;ir rekapitutasi

Bili ffi :i\ilHiii ;:li?J:T'.*, #?I*" 
i", g- p r 

^,ii, 
p.;ilild; I 

""' 
*ea pem i, i han

c menempatkan korak suara di dikar meja pir;i;; ppK serra menyiapkan anak kuncinya.(2) Serelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada avar(lnutir p.ngl,it;r;r, rr^?, ar ppr. a."CLig;1#,'' 'r 
)' Ketua PPK membuka rapat rekapitulasi

a' membuka kotak suara yang disam"paikan'"i"r, pps di wilayah kerjanya dengan disaksikan olehsaksi. panitia pengawas. pemantau dan warga masvarakat yang hadinb. mengetuarkan berita acara b*.n, I;;pi;;;;;u lrrng oi,.ri*u dari ppK.t' 
}i;1111iff;,f:H[,Yifl#fiJ, sy-?,i',{iffiil* catatan pe,aksanaan pemunsuran suara

.',r::'rfrfl:illih 
dalam *rinu,, a,nr.'p..,i"n"'["0 untuk ppS di wlayah ppK yang

b. jumlah pemilih yans.,#s;;;il;:I,'1r^t 
ffi'f.',::i:Xl,::i 

pirih berdasarkan sarinan dariar pemirih rerap unruk

' i,:il'Li#rtl,l'#'n* vang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh ppS di witayah ppK
d. jumlah pemilih dari TpS lain;e. jumlah surat suara vang diterima dari ppK (termasuk cadangan);f. jumrah surar suara L,nuun* yunfJi;#; i;;;,,iiil Kabupaten;

: tilill;H;:iTi:i#F,*'!'#:'L1L;i:1,1#il r,u,.*-,,.ur. atau ke,iru dicob,os dari,,. Jurnran surat suara tidak 1qrp2l(6; dari seiuruh pps a; wilayah ppK yang bersangkuran;' ,.:I,;Hl1suara terpakaid,.i ,;ilil';;;,i, i,i*,n ppK yang,.iat,iau,i,,u,a sah dan



Pasal 8

(1) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon dari seluruh
PPS di wilayah PPK yang bersangkutan dengan menggunakan lampiran Model DA I-KWK,
berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK yang

bersangkutan (Lampiran Model DA 1-KWK).

(2) Saksi atau masyarakat melalui saksi yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses

rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat(1), apabila ternyata
terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

(3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau masyarakal sebagaimana dimaksud pada ayat(2)
dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(4) Dalam hal saksi tidak dapat menerima penjelasan PPK terhadap keberatan yang diajukan,

keberatan saksi dicatat dalam formulir Model DA 2-KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

Pasal 9

(l) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPK membuat berita acara serta lampirannya Model DAI-
KWK, lampiran I Model DAI-KWK dan lampiran 2 Model DAI-KWK.

(2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (l ) menggunakan formulir Model DA-KWK yang ditanda tangani oleh Ketua PPK dan
sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota PPK serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
yang hadir dan dibubuhi cap PPK.

(3) Apabila terdapat perubahan berita acara maka berita acara tersebut harus ditanda tangani oleh
Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota PPK dan saksi yang menandatangani Berita Acara
sebelum perubahan.

(4) Setiap lembar berita acara diparaf oleh Ketua PPK dan saksi yang hadir, pada bagian bawah
formulir serta dibubuhi cap PPK.

(5) Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
disampaikan kepada :

a. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
c. I (satu) rangkap masing-masing untuk saksi yang hadir;
d. I (satu) rangkap untuk Panitia Pengawas Kecamatan.

(6) Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (lampiran 2 Model DA l-KwK) dipasang
pada papan pengumuman di kantor kecamatan.

Bagian Ketiga

Di Tingkat Kabupaten oleh KpU Kabupaten

Pasal l0

(1) Setelah menerima berita acara. dan sertifikat hasil penghitungan suara dari ppK, KpU Kabupaten
membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitutasi jumlah suara untuk tingkat
Kabupaten dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, pinitia p.nga*a., pemantau, dan warga
masyarakat.

(2) Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayar (l), harus membawa sural mandat dari tim
kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten selambat-lambatnya I
(satu) hari sebelum rekapitulasi penghitungan suara.



(3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh

KPU Kabupaten apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

(4) Datam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat diterima, KPU Kabupaten seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja

kecamatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat(l). KPU Kabupaten membuat

berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten serta ditandatangani oleh saksi

pasangan calon.

(6) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ditandatangani oleh saksi pasangan

calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah.

(7) KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memberikan 1 (satu) eksemplar

salinan beriia acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten kepada

saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan I (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan

suara di tempat umum.

Pasal l1

(l) Sebetum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten, KPU Kabupaten

melakukan kegiatan :

a. mengatur tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang

fo.mulir pencatatan perolehan suara pasangan calon berukuran besar, dan tempat duduk saksi

diatur sebemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat

diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;

b. mengatur alat keperluin administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah

digu"nakan untuk keperluan rekapitutasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi

haiil penghitungan s,ara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus dan segel, serta peralatan

lainnya;
c. menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPU Kabupaten serta menyiapkan anak

kuncinya.

(2) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l). Ketua KPU Kabupaten membuka rapat

rekapitutasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten, dengan kegiatan :

a. membuka kotak suara yang disampaikan oleh PPK di wilayah kerjanya dengan disaksikan oleh

saksi, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat yang hadir;

b. mengeluarkan berita acara beserta lampirannya yang diterima dari PPK'

(3) Mencatat pada formulir Model DB l-KwK berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara

dan penghitungan suara di PPK (Model DA I-KWK) yaitu :

u. ju*iuf, p.i.,ilih dulu, salinan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KPU Kabupaten;

b. jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk

PPK di wilaYah KPU KabuPaten;

c. iumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPK di wilayah KPU

Kabupaten;
jumlah pemilih dari TPS lain;
jumlah iurat suara yang diterima oleh PPK (termasuk cadangan);

:".i"f, trr"r.uuru iu,,6uhun yang diterima dari seluruh.PPK di wilayah KPU Kabupaten;

:rrri"r,,r*, suara yang dikem6alikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari

seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten;

ir*i"[ **, suara tidak terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten;

:rlni"r,l,_.", suara terpakai dari seluruh ppK di wilayah KpU Kabupaten yang terdiri dari suara

d.

f.

h

sah dan suara tidak sah.



(l) KPU K.abupaten melakukan rekapitulasi hasil pensh.dari 
-seluruh PPK di witayJ]ipU'?;ffirj.t-T:lt'it* suara unruk setiap pasangan calon

serti.fikat r,r.ir p.rer,i,rl'ravah 
KPU Kabuparen irTl:ll ydt. q; i:'*"rlll,. berdasarkan

voa.r oe'i-iifir?6rrrLur1$.D 
suara dari seluruh PPK di wilayah rr.r;u rc"pu *rt,ir,., {tampiran

(2) Saksi.atau masyarakat melalui saksi yang hadir, darreJ<aPitulasi hasil penghirungu, ,ruru ;;i;;.il#"1t mengajukan keberaran rerhadap prosesrerdapat proses dan ha
perundang-undan*,n. 

'-'" i.L,pi,,r^;" p*"ei;'ffi*,t'T;I#o ffill i:::litr:fftji;;::ilJ,xli
(3) Dalam hal keberatan var

aupur a;r.riru. r;',1'*'ull* 
diajukan saksi atau ,r.ur:ll,u, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

"' j:t l&i' i. #;;, :#Tff ;fi ffiffi :1*i]iiJ;il-il; :,.,. a n y a n sdirinyutkan. 
-'..'*" ounsr drcatat dalam formulir Moder DB z:rcwk'ir""oi"le's .ei<apiturasi

Pasal l2

Pasal l3

Pasal l4

(1) Setelah selesai melakr";ti,#r?.fr 
*#irt**rl;;:hi:#jdx,,{#*;:,',',",?,:ri:-,.'#i,ffi BT:_:,ijr:

(2) Penyusunan berita aca
avar fl ) menssu;;#"ff i:il,',il'l'i1l?'ri,:Tlftungan suara sebagaimana dimaksud pada

[]r,r';r 2 (dua) anssot" rceu 
-rc"Ifi,il 

:#i:frT*Jt::l; ::T H:t'fl ,'yffit
(3t Apabila rerdapat perubahan berita acara maka berirr

, . "[:ixl 
Xffi'IT:,1-#:Xff# ;d;; ;dffi ffi if ,fffi i'#:'# H]i,:l;TX#;fffifl

(4_) Setiap lembar berita acau'*"i' r"-'i;'i;iftTiiirtlaroreh ketua KPU K
(5) Apabila berira acara *r;::-':'KP,tjk;ilil;u 

xabupaten dan saksi lans hadir pada bagian

,,, ii, tl;,;*H ffi T:,:',:ifl'Iff;.:#: ;:*x1TJ;: J;I j*\fl '", d a,a n gan i o, e h

;:'##.I::';'";:*t';::'T:;?,flf*::l J.Xh,?1;:li' .:1i'0,':ru.,,*,, r *u,u, eksemp,ar

(7) Sarinan senifikat r.t uoi,rrr.; 
^,",, 

__ ^,'..*"6rrr 

tuIl*lan suara di KPU Kabupaten rttp'a' ,ir,li
di tempat rr*.' ""''""lasi hasil penghitungan suara (lampiran 2 Moder DB r-KwK) dipasang

i::'frrff:f*.rdan , 
sertifikat hasir penghitunsan sua*

a' I (satu) rangkap untuk 

"0,, 
o,^,,^^*- -',""":': 

suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal l3
, suparr terpilih ; 

)U Kabupalen sebagai bahan 
1u r r*lri.rletlp ru.irn_, 

enetapan pasangan calon Bupari dan wakil

; iiilil ffEffl #ltr'iili;,#;'[:Jff.ilt'"'
" ,t:ll:1ff|lflkat rekapiturasi'i.rg'rii,rrg* 

suara (rampiran 2 Model DB r_KwK) dipasang di



Pasal l5

(l) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh pasangan calon Bupati

dan Wakil Bupati kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah

penetapan hasil pemilihan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara

yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

(3) Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat

disampaikan melalui Pengadilan Negeri.

(4) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya perrnohonan keberatan

oteh Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung.

(5) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

(6) Mahkamah Agung dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat

mendelegasikan kewenangannya kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil

penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakit Bupati.

(7) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1) Penyimpanan dokumen berita acara beserta lampiran dan alat kelengkapan penghitungan suara

yang ada di PPS disimpan di Kantor Kepala Desa./Kelurahan dan PPK di Kantor Kecamatan.

(2) Ketentuan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan ini, berlaku juga untuk Pemilihan Bupati dan Wakit Bupati putaran kedua.

Pasal 17

(1) Formulir penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan oleh PPS, terdiri dari:

a. Model D-KWK;
b. Model D 1-KWK;
c. Lampiran I Model D I-KWK;
d. Lampiran 2 Model D 1-KWK;
e. Model D 2-KWK;
f. Model D 3-KWKI
g. Model D 4-KWK; dan

h. Model D 5-KWK.

(2) Formulir penghitungan suara di tingkat kecamatan oteh PPK, terdiri dari:

a. Model DA-KWK;
b. Model DA I-KWK;
c. Lampiran I Model DA I-KWK;
d. Lampiran 2 Model DA 1-KWKI
e. Model DA 2-KWK;
f. Model DA 3-KWK;
g. Model DA 4-KWK; dan

h. Model DA S-KWK.

(3) Formulir penghitungan suara di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten' terdiri dari:

a. Model DB-KWK;
b. Model DB l-KWK;



c. Lampiran 1 Model DB I-KWK;
d. Lampiran 2 Model DB I-KWK:
e. Model DB 2-KWK;
f. Model DB 3-KWK;
g. Model DB 4-KWK; dan

h. Model DB S-KWK.

(4) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan

peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan

pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal l8

Peraturan ini mutai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28 Agustus 2005

KETUA,

rtd

H. M. ARIEF EFENDI
Salinan sesuai dengan aslinya

MILIHAN UMUM
N PEMALANG

oNo



LAMPIRAN I PERATURAN KPU KABUPATEN PEMALANC
NOMOR : 7TAHUN2005
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2005

JENIS FORMULIR LINTUK PENGHITLTNGAN SUARA
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN OLEH PANITIA PEMLINGUTAN SUARA

(SERI D)

L Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di
Tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK )

2. Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati di Tingkat desa/kelurahan (Model D I KWK)

3. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati
di Tingkat desa./kelurahan I-anr ran lN,lodel D1K\\'K

4

5

7

8

9

Formulir Rekap
desa,/kelurahan (

Formulir Berita A
Pemungutan Suara

Salinan sesuai dengan aslinya

ILIHAN UMUM
PEMALANG
taris,

itulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Waki I Bupati Tingkat
Lamn iran2 ModelD I-KWK )

Formulir Pemyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang Berhubungan
Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakit Bupati di Desa/Kelurahan
D 2_KWK)

Formulir Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara penghitungan
Wakil Bupati Tingkat desa./kelurahan oleh panitia pemunguian Suara

Dengan
Moilcl

6. Formulir Surat Pemberitahuan waktu dan Tempat Rekapitulasi penghitungan Suara pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tingkat desa./kelurahan Model D 3-KWK

Formulir Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara pemilihan Bupati dan wakil Bupari ringkat
desa,&elurahan (Larnpiran 2 Model D I KWK Ukuran Besar)

Suara Pemilihan Bupati dan
odel D 4-KWK

cara Penerimaan Kota Suara, berkas kerengkapan Administrasi dari panitia
Model D 5-KWK

KETUA,

ttd

H. M. ARIEF EFENDI

KAB

SIKR

\\

bV
ON

I



LAMPIRAN II PERATURAN KPU KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : TTAHUN 2005

TANGGAL : 28 AGUSTUS 2005

JENIS FORMULIR L]NTUK PENGHITUNGAN SUARA

DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(SERI DA)

l. Formutir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di

Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK )

2. Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati di Tingkat Kecamatan Model DA l-KWK

3. Formulir Rekapitulasi Jumtah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

di Tingkat Kecamatan Lam iran I Model DA I-KWK

4. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat

Kecamatan l-am iran 2 Model DA I KWK

5. Formulir Pemyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan

Rekapitulasi Penghilungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Nlodel DA

2 KWK

6. Formulir Surat Pemberitahuan waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan Model DA 3 KWK )

7 Formulir Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan,Bupati dan

wakil Bupati Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 4 KWK)

Formulir Berita Acara Penerimaan Kota Suara, berkas kelengkapan Administrasi dari Panitia
8

Pemilihan Kecamatan Model DA 5 KWK

Salinan sesuai dengan aslinYa

IHAN UMUM
BUPA EMALANG

)

9. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemitihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat

Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1-KWK Ukuran Besar)

KETUA.

rtd

H. M. ARIEF EFENDI

S.

S

a t
oNo



2. Formulir Catatan pelak
Bupati di Tingkar Kabupaten Mode

LAMPIRAN III : PERATURAN KPU KABUPAT EN PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2OO5
TANGGAL 28 AGUSTUS 2 005

sanaan Rekapitulasi pe

IDB r-Kw
ngh itungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil

JENIS FORMI]LIT SIUK PENGHITLINGAN SUARADI TINGKAT KABUPATEN Or-Prr rOir IS"ii'iO,i-iii* UMUM KABUPATEN
(sERr DB)

Formulir Berita Acara Rekaoiturasi penghitungan Suara pemirihan Bupati dan wakir Bupati diTingkar Kabuparen oleh KpU KaUurr*"'?rojjprlifi,l 
I

3 Formulir Rekapitul
Tingkat Kabupaten

K

Jumlah Pemilih. TpS dan Sura
del DB I-KWK

t Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dian't lran IM
asl

L

4. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Kabupaten ( Lamoi ran 2

5. Formulir pemyataan Kebe
Rekapitulasi Penghitun gan S
DB 2-K WK

Model I)B l-KWK)
Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat

ratan Saksi dan keiadian Khusus yang Berhubungan Denganuara pemitihan Bupari dan war<ir eupatili"KrJ'ffiil:iln (Model

6
I:*.y,': Su.rar pemberirahuan Waktu danBupari dan Wakil Bupari f;ngkrr XaUrpa;n

7. Formulir Surat pengantar Peny
Wakil Bupati di

8. Formulir Berita Acara penerlmaan
Kabupaten ModelD B -KW K

Salinan sesuai dengan aslinya

LIHAN UMUM
PEMALANG

s.

Kota Suara, berkas kelengkapan Administrasi dari KpU

Tempat Rekapitulasi penghitungan Suara pemilihan
Model DB 3-KWK

ampaian Berita Acara penghitungan Suara pemilihan Bupati danKPU Kabupat en N,I el DB 4-KWK

9 Formulir Rekapitulasi Hasil*rbrr",.r i an Bupati dan Wakil Bupati Tingkat

KETUA,

rtd

H, M. ARIEF EFENDI

\
l\' BUP

ss

oNo


